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TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada
Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Kesehatan;

bahwa dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial perlu dilakukan
penyesuaian rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



Menetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 (Berita Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun
2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 47), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Balai;

b. penyelenggaraan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan sosial;

c. penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kesehatan;

d. penyelenggaraan manajemen keuangan;

e. pengelolaan jaminan kesehatan mandiri;

f.  pengelolaan penunjang jaminan kesehatan;



g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Seksi Kepesertaan mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepesertaan
jaminan kesehatan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat mandiri.

(2) Uraian tugas Seksi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi :

a.
b.

C.

penyusunan program Seksi Kepesertaan;
pelaksanaan pendaftaran, pelayanan dan pengembangan kepesertaan;
pelaksanaan perhitungan besaran premi dan pengumpulan premi;

pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban peserta;

. pelaksanaan penanganan keluhan peserta;

pelaksanaan promosi;

. penyiapan bahan kerjasama,;

. pengelolaan data kepesertaan;

evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kepesertaan.

3. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Balai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan
Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan program Seksi Pemeliharaan Kesehatan;

penyusunan paket pelayanan jaminan kesehatan;

. pengembangan dan pengkoordinasian kemitraan (jejaring) dengan Pemberi

Pelayanan Kesehatan;

. pelaksanaan utilisasi review;

. pelaksanaan kendali mutu pelayanan;

pelaksanaan penjaminan kesehatan;

. pengelolaan penunjang jaminan kesehatan;

. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Kesehatan.



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2011
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